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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

 
Kesimpulan dalam penelitian dan uraian yang diilakukan penulis dalam penulisan ini 

adalah dalam mengupayakan pendirian sebuah tempat ibadat, banyak hal yang harus 

diperhatikan terutama syarat - syarat yang telah diatur dalam sebuah peraturan yang 

berlaku. Ketika semua persyaratan tersebut telah dipenuhi tentu Pemerintah pun harus 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah diatur. Dan tidak dapat 

dipisahkan pula, demi mencapai segala persyaratan yang ada tentu perlu pula strategi 

dialog untuk memastikan perubahan sikap warga sekitar, karena hal tersebut menjadi 

salah satu penentu dalam persyaratan pendirian rumah ibadat. Hal terkait pendirian 

tempat ibadat merupakan suatu persoalan yang sensitif karena bersentuhan langsung 

dengan kepentingan sosial seluruh warga masyarakat, upaya - upaya selain upaya 

hukum pun sangat perlu dilakukan . Menurut penulis, upaya - upaya non hukum seperti 

menjalin komunikasi, dialog, advokasi menjadi sebuah upaya yang paling penting 

dalam proses pendirian tempat ibadat. 

5.2 SARAN 

 
Dalam penelitian ini saran yang dapat diberikan pertama - tama ialah untuk Pemerintah 

agar kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terkait sulitnya proses 

pendirian Rumah Ibadat di Indonesia. Kebebasan beragama dan beribadat menurut 

kepercayaannya masing - masing merupakan hak setiap masyarakat, maka sudah 

seharusnya setiap manusia memiliki perasaan saling menghargai, saling menghormati, 

dan saling mendukung keberagaman yang ada agar tiap - tiap kepercayaan yang dipilih 
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masing - masing masyarakat dapat dijalankan dengan lancar tanpa terhambat dalam hal 

apapun terutama hal beribadat. 
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